SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

Menimbang :

Mengingat :

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor : SK 2874/AJ.402/DRJD/
2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK 2922/AJ.402/DRJD/ 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK 2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengujian
kendaraan bermotor diharuskan menerbitkan kartu uji
berupa kartu pintar (smart card);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan
Kebangsaan Kapal Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal,
maka pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan
dalam memberikan pelayanan untuk pengujian kendaraan
bermotor di atas air;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pasal 6 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



10.

2-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia };

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaiman
beberapa kali diubah terkahi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

_3-

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun
1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta
Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-
komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun
1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis
dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun
1993 tentang Perlengkapan Kendaraaan Bermotor;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun
2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuamngan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun
2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun
2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan
Bermotor;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK 2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK
2922 /AJ.402/DRJD/ 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK 2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 98).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 97), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam
rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian kendaraan bermotor di jalan adalah kegiatan
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan
wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan pada kendaraan angkutan barang
dan/atau orang di darat.

Kendaraan bermotor di jalan adalah kendaraan darat
untuk mengangkut penumpang dan/ atau barang
dengan bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga
mekanik.

Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya
disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap setiap
kendaraan wajib uji.
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Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan
bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil
barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta
tempelan, kendaraan umum yang dioperasikan di jalan
dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan
bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam
pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang
dengan dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi kurang dan i 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dan i 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain
dari kendaraan bermotor untuk penumpang, dan
kendaraan bermotor untuk barang dan penggunaannya
untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-
barang khusus.

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik
dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan
penariknya.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain
dani sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Kartu Pintar yang selanjutnya disebut dengan smart card
adalah salah satu bagian dari bukti lulus uji berkala
yang berupa kartu yang berisi data dan litimasi wajib
pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng,
kereta tempelan atau kendaraan khusus yang sudah
lulus uji.

Kartu Uji (sertifikat) adalah berupa kertas yang memiliki
unsur- unsur pengaman yang memuat keterangan
identitas kendaraan bermotor, identitas pemilik,
spesifikasi teknis kendaraan, hasil uji, dan masa berlaku
hasil uji;

Tanda uji (stiker) adalah tanda uji yang memuat dan/
atau memiliki unsur pengaman berupa hologram.
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan
bermotor.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

4. Pasal 5 dihapus.

5. Pasal 6 dihapus.

6. Mengubah lampiran Peraturan Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR: 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:06,43/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PELAYANAN TARIF RETRIBUSI (Rp) KETERANGAN

UJI KENDARAAN BERMOTOR Biaya uji sudah
1. Kendaraan dengan JBB < 3000 kg 100.000,- termasuk didalamnya
2. Kendaraan dengan JBB 3001 sd. 5.500 Kg 105.000,- Kartu Pintar (Smart
3. Kendaraan dengan JBB 5.501 sd. 10.000 Kg 115.000,- Card), sertifikat Uji
4. Kendaraan dengan JBB 10.001 sd. 15.000 Kg 125.000,- dan Stiker Uji.
5. Kendaraan dengan JBB > 15.000 Kg 150.000,-
6. Kereta Gandengan 160.000,-
7. Kereta Tempelan 160.000,-

NUMPANG UJI
1. Numpang uji keluar dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala
menurut JBB nya

dikenakan biaya uji berkala sebesar biaya

2. Numpang uji masuk uji berkala dan retribusi tanda lulus uji
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAMBANG WAHYUSUF, SH NURHIDAYAH

NIP. 19760904 200501 1 010
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